
1 
 

 

 

 

 

 

BUPATI GROBOGAN 
 

PROVINSI JAWA TENGAH  
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN 
NOMOR  12  TAHUN 2014 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN 

NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL 

BUKAN LOGAM DAN BATUAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI GROBOGAN, 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil klarifikasi Gubernur Jawa Tengah 

atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 

2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Grobogan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengelolaan 

Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan, ketentuan 

dalamPeraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12 

Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral 

Bukan Logam dan Batuan, sebagaimana surat Gubernur 

Jawa TengahNomor : 180/005887 tanggal 2 Juni 2014, agar 

disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku; 

 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Grobogan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengelolaan 

Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan; 
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Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Tengah; 

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan 

Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4959); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran  Negara  Republik  

Indonesia  Tahun  2014  Nomor  244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- 

Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5589); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah 

Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5110); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan 

Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5111); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

PengelolaanUsaha Pertambangan Mineral dan Batubara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5142); 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang 

Reklamasi Dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5172); 

10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

11. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 

2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan 

Batubara Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah 

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan 

Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 36); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12 Tahun 

2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan 

Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan 

Tahun 2012 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 

2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Grobogan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengelolaan 

Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran 

Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2013 Nomor 10); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN 

dan 

BUPATI GROBOGAN, 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 12 

TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN 

MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN. 
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Pasal I 

 

Ketentuan Pasal 13 dalam Peraturan Daerah Kabupaten 

Grobogan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengelolaan 

Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran 

Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 11) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Grobogan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12 Tahun 2012 

tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan 

Batuan(Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2013 

Nomor 10), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Bagian Kedua 

 

WPR 

 

Pasal 13 

 

WPR memiliki kriteria : 

a. mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di 

sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai; 

b. mempunyai cadangan primer bukan logam atau batuan 

dengan kedalaman maksimal  25 (dua puluh lima) meter; 

c. endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba; 

d. luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25 (dua 

puluh lima) hektare; 

e. menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang; 

f. dihapus. 
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Pasal II 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan. 

 

 

Ditetapkan di Purwodadi 

pada tanggal 21 Oktober 2014 

 

 BUPATI GROBOGAN, 

 

 

 

BAMBANG PUDJIONO 

 

Diundangkan di Purwodadi 

pada tanggal  27 Oktober 2014 

 
SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN GROBOGAN, 

 

 

 

SUGIYANTO 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2014 NOMOR 10 

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN PROVINSI 

JAWA TENGAH ( 228/2014) 
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PENJELASAN ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN 

NOMOR      TAHUN 2014 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN 

NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL 

BUKAN LOGAM DAN BATUAN 

 

I.  UMUM 

 

Dalam rangka menunjang pembangunan industri dalam negeri perlu 

penataan kembali pemberian izin usaha pertambangan untuk mineral bukan 

logam dan batuan. 

Selain itu untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 

tentang Pertambangan Mineral Batubara, Peraturan Pemerintah Nomor 22 

Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan, dan Peraturan Pemerintah 

Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan 

Mineral dan Batubara, maka perlu dijabarkan dalam Peraturan Daerah yang 

terkait dengan pengaturan kegiatan usaha pertambangan mineral bukan 

logam dan batuan. 

Selanjutnya untuk memberikan kepastian hukum bagi pemegang Izin Usaha 

Pertambangan yang bermaksud untuk melakukan Kegiatan Usaha 

Pertambangan, perlu diatur mengenai tata cara jaminan kesungguhan dan 

tata cara pelaporan. 

Berdasarkan pertimbangan di atas dan dalam rangka menyesuaikan hasil 

klarifikasi Gubernur Jawa Tengah atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Grobogan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Grobogan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengelolaan 

Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan, maka dipandang perlu 

mengubah ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 

12 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam 

dan Batuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Grobogan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Grobogan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengelolaan 

Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan. 
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II. PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal I 

Cukup jelas 

Pasal II 

Cukup jelas 

 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR  
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ASMAN : YTH.BAPAK BUPATI GROBOGAN 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN 
NOMOR        TAHUN 2014 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH 

KABUPATEN GROBOGAN 
NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN 

PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM  
DAN BATUAN 

 

 

 

 

 


